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ABSTRAK 

 Pembiayaan ijarah multijasa merupakan salah satu produk pembiayaan 

berbasis jasa yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat terhadap berbagai layanan, seperti pendidikan, pernikahan, 

dan perjalanan ibadah. Karakteristik utama pembiayaan ini terletak pada objek akad 

berupa manfaat atas jasa (manfa‘ah), sehingga secara konseptual menimbulkan 

permasalahan yuridis terkait penerapan jaminan, mengingat objek jasa tidak dapat 

dijadikan agunan secara langsung. Dalam praktiknya, Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah (BPRS) Artha Mas Abadi Pati tetap mensyaratkan adanya jaminan 

kebendaan dalam pembiayaan ijarah multijasa sebagai bentuk mitigasi risiko 

pembiayaan dan penerapan prinsip kehati-hatian. Kondisi tersebut menimbulkan 

pertanyaan mengenai bagaimana penerapan jaminan dalam pembiayaan ijarah 

multijasa di BPRS Artha Mas Abadi Pati serta kesesuaiannya dengan ketentuan 

hukum positif dan prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

penerapan jaminan dalam pembiayaan ijarah multijasa di BPRS Artha Mas Abadi 

Pati serta meninjau kesesuaiannya berdasarkan prinsip kehati-hatian serta prinsip 

ḥifẓ al-māl (menjaga harta) dalam maqāṣid al-syariah. 

 Penelitian ini menggunakan teori pembiayaan syariah, teori maqāṣid 

al-syariah dan teori hukum jaminan. Jenis penelitian menggunakan metode 

penelitian yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Pendekatan penelitian 

menggunakan 2 jenis pendekatan yaitu pendekatan konseptual dan pendekatan 

perundang-undangan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 

3 alat, yaitu wawancara, kuesioner dan dokumentasi dengan berbagai pihak terkait 

dalam penelitian ini. Selanjutnya analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah deskriptif kualitatif. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan jaminan dalam 

pembiayaan ijarah multijasa di BPRS Artha Mas Abadi Pati pada prinsipnya telah 

mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian melalui analisis 5C (character, 

capacity, capital, collateral, dan condition of economy). Namun demikian, 

penerapan tersebut belum sepenuhnya menempatkan jaminan sebagai unsur utama, 

karena penilaian karakter (character) dan kemampuan membayar (capacity) 

nasabah memiliki bobot yang lebih dominan dibandingkan unsur jaminan 

(collateral). Penerapan jaminan dalam pembiayaan ijarah multijasa di BPRS Artha 

Mas Abadi Pati juga dinilai telah sesuai dengan prinsip ḥifẓ al-māl karena berfungsi 

sebagai mitigasi risiko dan perlindungan harta secara proporsional tanpa 

menimbulkan kezaliman. 

Kata Kunci: Jaminan, Pembiayaan Ijarah Multijasa, Perbankan Syariah, BPRS 
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ABSTRACT 

 Ijarah multijasa financing is one of the service-based financing 

products developed by Islamic financial institutions to meet public needs for 

various services, such as education, marriage, and religious travel. The main 

characteristic of this financing lies in the object of the contract, which is the benefit 

of services (manfa‘ah). Conceptually, this gives rise to juridical issues related to 

the application of collateral, as service objects cannot be directly used as security. 

In practice, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Artha Mas Abadi Pati 

continues to require tangible collateral in ijarah multijasa financing as a form of 

risk mitigation and the implementation of the prudential principle. This condition 

raises questions regarding how collateral is applied in ijarah multijasa financing 

at BPRS Artha Mas Abadi Pati and its conformity with positive law and Islamic 

principles. This study aims to analyze the application of collateral in ijarah 

multijasa financing at BPRS Artha Mas Abadi Pati and to examine its conformity 

with the prudential principle as well as the principle of ḥifẓ al-māl (protection of 

wealth) within the framework of maqāṣid al-syariah. 

 This study employs the theory of Islamic financing, the theory of 

maqāṣid al-sharīʿah, and the theory of security law. The research adopts an 

empirical juridical method with a descriptive research design. Two research 

approaches are used, namely the conceptual approach and the statutory approach. 

Data collection techniques include interviews, questionnaires, and documentation 

involving relevant parties related to this study. The data are then analyzed using 

qualitative descriptive analysis. 

 The results indicate that the implementation of collateral in multi-

service ijarah financing at BPRS Artha Mas Abadi Pati has, in principle, reflected 

the application of the prudential principle through the 5C analysis (character, 

capacity, capital, collateral, and condition of economy). However, collateral has 

not been positioned as the primary determinant, as assessments of the customer’s 

character and repayment capacity carry more dominant weight than the collateral 

aspect. Furthermore, the application of collateral in multi-service ijarah financing 

at BPRS Artha Mas Abadi Pati is considered to be in accordance with the principle 

of ḥifẓ al-māl, as it functions as a risk mitigation instrument and a proportional 

means of asset protection without giving rise to injustice. 

Keywords: Collateral, Ijarah Multijasa Financing, Islamic Banking, BPRS 
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MOTTO 

 

۝٦إِنَّ مَعَ الْعسُْرِ يسُْرًا   

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” (Al-Insyirah: 6) 

 

“Bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh diantara 

bintang-bintang.”  

(Dr.Ir. H. Soekarno) 

 

 خَيْرُ النَّاسِ أنَْفعَهُُمْ لِلنَّاسِ 

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia.”  

(HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan, 

terutama sejak pendirian Bank Muamalat pada tahun 1991 sebagai bank 

syariah pertama di Indonesia.1 Perkembangan ini didorong oleh penguatan 

kerangka regulasi serta dukungan pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) yang mendorong diversifikasi produk pembiayaan berbasis prinsip 

syariah.2 Salah satu produk pembiayaan yang berkembang dalam praktik 

lembaga keuangan syariah (LKS) adalah ijarah multijasa, yaitu akad 

penyediaan manfaat jasa seperti jasa pendidikan, kesehatan, perjalanan, 

maupun jasa profesional di mana bank membiayai jasa tersebut, sementara 

nasabah membayar ujrah (fee) secara angsuran sesuai kesepakatan.3 

Secara normatif, ijarah multijasa memperoleh legtimasi melalui Fatwa 

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 44/DSN-

 
1 Nurnasrina N. Yudi Y, "Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia." Jurnal Penlitian 

Ilmu-Ilmu Sosial. Vol. 2 No. 4 (November, 2024). hlm. 81. 

2 Fatimah Tuzzuhro, "Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia." PeKA: Jurnal 

Pendidikan Ekonomi Akuntansi. Vol. 11 No. 2 (2023). hlm. 81. 

3 Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa (lampiran di 

direktori MA). diakses pada Senin 1 Desmber 2025 melalui Direktori Pengaturan/Putusan 

Mahkamah Agung: https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/ 11eaeffc656c1b90ba 

06313134393530.html. 
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MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa. Fatwa ini menegaskan bahwa 

LKS dapat menyalurkan pembiayaan multijasa dengan menggunakan akad 

ijarah atau kafalah dan apabila menggunakan akad ijarah maka seluruh 

ketentuan fatwa tentang ijarah harus dipenuhi, termasuk kejelasan manfaat 

jassa dan penetapan ujrah yang disepakati di muka.4 Regulasi perbankan 

syariah seperti Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan OJK turut memberikan 

ruang operasional bagi produk multijasa, namun belum tersedia rezim hukum 

yang secara eksplisit mengatur jaminan atas objek manfaat jasa. Regulasi 

sektoral lebih menekankan persyaratan administratif perbankan daripada 

menyediakan instrumen jaminan yang sesuai dengan karakter akad berbasis 

manfaat. 

Dalam perkembangannya, Otoritas Jasa Keuangan juga telah menerbitkan 

Pedoman Produk Pembiayaan Multijasa sebagai acuan operasional bagi 

perbankan syariah. Pedoman ini menekankan aspek tata kelola, manajemen 

risiko, dan kepatuhan syariah dalam pengembangan produk multijasa. Namun 

demikian, pedoman tersebut bersifat administratif dan belum mengatur secara 

normatif mengenai jenis, batas, maupun proporsionalitas jaminan atas 

pembiayaan berbasis manfaat jasa. Ketiadaan pengaturan khusus ini 

menunjukkan bahwa meskipun secara kelembagaan produk ijarah multijasa 

telah difasilitasi regulator, aspek jaminan masih sepenuhnya bergantung pada 

 
4 Jamaluddin dan A. Hasyim Nawawie, “Kompleksitas Pembiayaan Ijarah Multijasa Dalam 

Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 44 Tahun 2004 Perspektif fiqh muamalah maliyyah,” 

Jurnal At-Tamwil. Vol. 3 No. 1 (Maret, 2021). hlm. 34. 
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instrumen hukum kebendaan umum, sehingga membuka ruang terjadinya 

ketidaksesuaian antara karakter akad dan praktik jaminan di lapangan.5 

Selain kepatuhan terhadap prinsip syariah, praktik pembiayaan di 

perbankan syariah juga wajib menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential 

principal) sebagaimana diamanatkan dalam regulasi perbankan. Prinsip ini 

secara operasional diwujudkan melalui analisis 5c (character, capacity, 

collateral, dan condition of economy) guna memastikan bahwa pembiayaan 

disalurkan secara sehat, proporsional, dan tidak menimbulkan risiko berlebihan 

baik bagi bank maupun nasabah. Pemerintah telah memberikan suatu kebijakan 

untuk sektor perbankan baik konvensional dan syariah di dalam melaksanakan 

upaya menjaga tingkat kesehatan bank yang tertuang di dalam Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1992 tentang perbankan.6 Prinsip kehati-hatian (prudential principal) 

merupakan suatu prinsip yang tertuang di dalam Undang-Undang yang 

mengharuskan kepada seluruh sektor perbankan untuk menerapkan asas 

kehati-hatian dalam menjalankan seluruh kegiatan keuangannya, hal ini dalam 

 
5 Otoritas Jasa Keuangan. Pedoman Produk Pembiayaan Multijasa Perbankan Syariah. 

Diakses pada Kamis 15 Desember 2025 dari https://ojk.go.id/id/Publikasi/Roadmap-dan-

Pedoman/Syariah/Perbankan-Syariah-Indonesia/Pages/Pedoman-Produk-Pembiayaan-Multijasa-

Perbankan-Syariah.aspx.  

6 Imam Kamaluddin dkk., “Penerapan Prinsip Kehatian Hatian (Prudential Banking Principle) 

Dalam Akad Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Dalam Tinjauan Sadd Dzari’ah,” ISTIKHLAF: 

Jurnal Ekonomi, Perbankan & Manajemen Syariah, Vol. 4, No. 1 (Maret, 2022). hlm. 32. 
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rangka melindungi dana masyarakat dan menjaga stabilitas moneter 

perekonomian nasional. Mengingat bahwasannya bank merupakan suatu 

institusi yang telah diatur sebagaimana kompleksnya (the most related industry 

in the world).7 

Dalam praktiknya, hampir seluruh LKS mensyaratkan jaminan kebendaan 

tambahan, seperti sertifikat tanah melalui mekanisme hak tanggungan, BPKB 

kendaraan melalui pembebanan fidusia, hingga personal guarantee. Praktik ini 

juga ditemukan dalam pembiayaan ijarah multijasa di BPRS Artha Mas Abadi 

Pati, di mana jaminan kebendaan kerap bernilai leih jauh lebih tinggi dibanding 

nilai pembiayaan jasa yang diberikan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya 

kecenderungan over-collateralization yang tidak hanya mencerminkan 

dominasi pendekatan collateral dalm analisis 5c, tetapi juga berpotensi 

menggeser prinsip kehati-hatian dari pendekatan berbasis kelayakan usaha dan 

kemampuan bayar menjadi semata-mata berbasis jaminan.8 Over-

collateralization dalam pembiayaan berbasis manfaat jasa berimplikasi pada 

melemahnya perlindungan nasabah, karena risiko kerugian nasabah menjadi 

tidak proporsional dengan nilai pembiayaan yang diterima. Dalam perspektif 

 
7 Lindryani Sjofjan, “Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Banking Principle) Dalam 

Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah,” PALAR: Pakuan 

Law Review. Vol. 1, No. 2 (2015), hlm. 7. 

8 Muhammad Syarif Hidayatullah, "Eksistensi Jaminan Kebendaan Dalam Akad Pembiayaan 

Bank Syariah: Legal Formal Hukum Nasional dan Ijtihad dalam Fikih," Al-Maslahah: Jurnal 

Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol. 8, No. 1 (Mei, 2020). hlm. 220. 
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perlindungan konsumen jasa keuangan, praktik ini berpotensi melanggar asas 

keadilan, keseimbangan dan transparansi yang seharusnya melekat dalam 

hubungan kontraktual antara bank dan nasabah.9 

Permasalahan-permasalahan tersebut tampak nyata dalam sejumlah putusan 

pengadilan agama yang dapat dijadikan indikator empiris ketidaksesuaian 

antara teori dan praktik. Misalnya, Putusan Pengadilan Agama Bantul No. 

464/Pdt.G/2022/PA Btl menunjukkan bahwa pembiayaan ijarah multijasa 

bernilai relatif kecil justru dibebani jaminan tanah melalui Hak Tanggungan.10 

Majelis hakim mengakui wanprestasi, namun sekaligus mengoreksi 

perhitungan angsuran dan denda karena menilai adanya ketidakseimbangan 

beban yang merugikan nasabah. Putusan ini mengindikasikan bahwa 

penggunaan jaminan benda untuk pembiayaan jasa berpotensi menimbulkan 

ketidakadilan substantif. 

Temuan serupa terlihat dalam Putusan PA Purbalingga No. 

1721/Pdt.G/2013/PA Pbg, di mana pembiayaan yang diberi label multijasa 

 
9 Rati Maryani Palilati, “Perlindungan Hukum Konsumen Perbankan Oleh Otoritas Jasa 

Keuangan,” Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 5, No. 1 (2017). hlm. 51-52. 

10 Putusan Pengadilan Agama Bantul No. 464/Pdt.G/2022, dokumen resmi tersedia pada 

Direktori Putusan Badan Peradilan Agama (Badilag): diakses pada Selasa 9 Desember 2025 melalui 

https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/dokumen_putusan/1724.pdf. 
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ternyata diberikan dalam bentuk dana tunai dan dibebani jaminan kebendaan.11 

Pengadilan menilai adanya penyimpangan antara struktur akad dan praktik 

karena mekanisme pembiayaan menyerupai kredit konsumtif dengan agunan. 

Hal ini menunjukkan bentuk distorsi akad, di mana prinsip ijarah tidak benar-

benar dijalankan, dan jaminan digunakan dengan logika yang identik dengan 

kredit konvensional. 

Pada tingkat kasasi, Putusan Mahkamah Agung No. 569 K/Ag/2015 

menegaskan bahwa penyelesaian sengketa pembiayaan multijasa tetap 

menggunakan mekanisme jaminan konvensional seperti fidusia atau hak 

tanggungan karena tidak tersedia instrumen jaminan khusus bagi objek jasa 

dalam hukum positif Indonesia.12 Dengan demikian, meskipun akadnya 

syariah, jaminannya tetap dieksekusi berdasarkan hukum kebendaan 

konvensional. Situasi ini menciptakan dualisme normatif: akad dinilai 

berdasarkan fiqh muamalah, tetapi jaminan tunduk pada instrumen hukum 

konvensional, sehingga menimbulkan ketidakpastian perlindungan hukum 

bagi nasabah. 

Ketiga putusan tersebut menunjukkan adanya celah normatif yang mendasar 

yakni belum tersedianya instrumen jaminan yang sejalan dengan karakter objek 

 
11 Putusan PA Purbalingga No. 1721/Pdt.G/2013/PA Pbg, dokumen resmi tersedia pada 

Direktori Putusan Badan Peradilan Agama (Badilag): diakses pada Selasa 9 Desember 2025 melalui 

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/. 

12 Neneng Hartati, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Putusan Mahkamah Agung 

Nomor: 569 K/Ag/2015,” Jurnal Perspektif. Vol. 2 No. 2 (Desember, 2018). hlm. 172-173. 
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manfaat dalam akad ijarah multijasa. Kekosongan ini menyebabkan penerapan 

jaminan dilakukan secara kasuistik, tidak seragam, dan rentan terhadap praktik 

yang tidak sejalan dengan tujuan syariah. Dari perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, 

praktik jaminan yang tidak proporsional dalam pembiayaan ijarah multijasa 

berpotensi bertentangan dengan tujuan ḥifẓ al-māl (perlindungan harta). 

Prinsip ini menuntut agar harta para pihak, khususnya nasabah, tidak dibebani 

risiko yang berlebihan dan tidak seimbang. Ketika jaminan benda diberlakukan 

secara berlebihan tanpa mempertimbangkan karakter akad jasa dan 

kemampuan nasabah, maka perlindungan harta justru bergeser menjadi potensi 

perampasan hak ekonomi nasabah secara tidak langsung.13 Oleh karena itu, 

penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara empiris bagaimana BPRS 

Artha Mas Abadi Pati menerapkan jaminan dalam pembiayaan ijarah multijasa, 

sejauh mana praktik tersebut mencerminkan prinsip kehati-hatian berbasis 5c, 

serta kesesuaiannya dengan hukum jaminan positif dan maqāṣid al-syarī‘ah, 

khususnya ḥifẓ al-māl. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diangkat oleh penyusun di atas, dalam hal ini 

penyusun membuat rumusan masalah untuk dikaji lebih lanjut sebagaimana 

berikut: 

 
13 Gatot Teguh Arifyanto, “Maqashid Syariah sebagai Kerangka Konseptual dalam Ekonomi 

dan Keuangan Islam Kontemporer,” Al-Waqfu: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf, Vol. 3, No. 1 

(2025). hlm. 7. 
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1. Apakah penerapan jaminan dalam pembiayaan Ijarah Multijasa di BPRS 

Artha Mas Abadi Pati telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian (prudential 

principle)? 

2. Bagaimana kesesuaian penerapan jaminan dalam pembiayaan Ijarah 

Multijasa di BPRS Artha Mas Abadi Pati ditinjau dari prinsip hifz al-māal 

dalam maqāṣid al-syariah? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan dan kegunaan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Tujuan 

1) Untuk menganalisis penerapan jaminan dalam pembiayaan Ijarah 

Multijasa di BPRS Artha Mas Abadi Pati.  

2) Untuk menilai kesesuaian penerapan jaminan dalam pembiayaan Ijarah 

Multijasa di BPRS Artha Mas Abadi Pati ditinjau dari prinsip hifz al-

maāl dalam maqāṣid al-syariah. 

2. Kegunaan 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: 

a. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

pengembangan kajian hukum ekonomi syariah, khususnya dalam 

memperkaya pemahaman mengenai konsep jaminan pada akad 

berbasis manfaat seperti Ijarah Multijasa. Penelitian ini juga diharapkan 

memperkuat literatur yang membahas harmonisasi antara hukum 
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jaminan nasional dengan prinsip-prinsip maqāṣid al-syarī‘ah, terutama 

terkait perlindungan harta (ḥifẓ al-māl) dalam transaksi keuangan 

syariah. 

b. Kegunaan Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi lembaga 

keuangan syariah dalam mengevaluasi dan menyempurnakan kebijakan 

penerapan jaminan pada pembiayaan Ijarah Multijasa agar lebih 

proporsional dan selaras dengan prinsip syariah. Selain itu, hasil 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi regulator dan 

praktisi dalam merumuskan pedoman operasional serta mitigasi risiko 

yang tepat, sekaligus memberikan informasi yang relevan bagi 

masyarakat terkait perlindungan hukum dan mekanisme jaminan dalam 

pembiayaan syariah. 

D. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka relevan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Skripsi oleh Uluqul Hiqmah (2024) yang berjudul “Problematika 

Pelaksanaan Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa di BPRS Buana Mitra Perwira 

dalam Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 

1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg” mengkaji pelaksanaan akad ijarah multijasa pada 

salah satu BPRS serta problematika yang muncul hingga berujung sengketa di 

pengadilan. Melalui studi kasus putusan, penelitian ini menemukan adanya 

ketidaksesuaian antara konsep normatif ijarah multijasa dan praktik bank, di 
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mana pembiayaan yang seharusnya berbasis manfaat justru dijalankan seperti 

kredit konsumtif dengan penggunaan jaminan kebendaan, pengenaan denda, 

dan skema angsuran yang menyerupai pembiayaan konvensional. Majelis 

hakim menilai terjadi distorsi akad karena manfaat jasa tidak diwujudkan 

sebagaimana mestinya dan pengelolaan jaminan mengikuti logika hukum 

perdata umum, sehingga beberapa komponen angsuran perlu dikoreksi. 

Temuan ini menunjukkan adanya dualisme antara label akad syariah dan 

praktik aktual, serta menegaskan pentingnya kesesuaian substansi akad dengan 

prinsip syariah.14 Penelitian ini relevan bagi penyusun karena menggambarkan 

problem mendasar dalam penerapan pembiayaan multijasa, khususnya terkait 

penggunaan jaminan dan keberpihakan hukum terhadap perlindungan nasabah. 

Skripsi oleh Muhammad Ali Hasim (2021) yang berjudul “Praktik Akad 

Ijarah Multijasa dalam Pembiayaan Sertifikasi di BPRS Rajasa Bandar Jaya 

Lampung Tengah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” meneliti 

pelaksanaan akad Ijarah Multijasa pada produk pembiayaan sertifikasi di BPRS 

Rajasa. Penelitian ini berfokus pada bagaimana mekanisme akad dijalankan, 

mulai dari proses analisis pembiayaan, penetapan ujrah, struktur akad, hingga 

pelaksanaan pembayaran oleh nasabah. Melalui pendekatan lapangan dengan 

wawancara dan dokumentasi, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi 

akad secara umum telah mengikuti ketentuan syariah, namun masih ditemukan 

 
14 Uluqul Hiqmah, “Problematika Pelaksanaan Akad Pembiayaan  Ijarah Multijasa Di BPRS 

Buana Mitra Perwira  Dalam Putusan Pengadilan Agama Purbalingga  Nomor : 1721/PDT.G/2013/ 

PA. PBG” (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024). 
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beberapa kendala operasional seperti kurangnya pemahaman nasabah terhadap 

struktur akad, variasi dalam penetapan ujrah, serta penerapan jaminan yang 

tidak sepenuhnya sesuai dengan karakter akad berbasis manfaat. Penelitian ini 

menegaskan bahwa BPRS perlu memperbaiki prosedur administrasi, 

meningkatkan literasi nasabah, dan menyesuaikan mekanisme jaminan dengan 

prinsip-prinsip ijarah agar praktik pembiayaan lebih konsisten dengan hukum 

ekonomi syariah.15 Temuan tersebut relevan bagi penyusun karena 

memberikan gambaran empiris mengenai realitas penerapan akad ijarah 

multijasa pada BPRS, termasuk persoalan jaminan dan struktur akad, sehingga 

dapat menjadi bahan pembanding dalam menilai kesesuaian praktik Ijarah 

Multijasa di BPRS Artha Mas Abadi Pati dengan prinsip syariah dan maqāṣid 

al-syarī‘ah. 

Artikel jurnal yang ditulis oleh Abiyajid Bustami (2024) dengan judul 

“Kesesuaian Akad Ijarah Multijasa pada Produk Pembiayaan Umrah dengan 

Prinsip-Prinsip Syariah di Amitra Syariah Financing Cabang Samarinda” 

mengkaji penerapan akad Ijarah Multijasa pada pembiayaan perjalanan umrah 

dan menilai tingkat kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Menggunakan 

pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen, 

penelitian ini menemukan bahwa meskipun akad yang digunakan adalah ijarah 

 
15 M. Ali Hasim, “Praktik Akad Ijarah Multijasa Dalam Pembiayaan Sertifikasi di BPRS 

Rajasa Bandar Jaya Lampung Tengah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” (Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Metro, 2021). 
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multijasa, terdapat beberapa praktik yang tidak sepenuhnya selaras dengan 

ketentuan syariah, seperti penetapan ujrah yang kurang transparan, pola 

pembayaran yang menyerupai anuitas, serta adanya potongan dana yang 

berpotensi merugikan nasabah. Penelitian ini menunjukkan bahwa kesesuaian 

akad tidak hanya ditentukan oleh nomenklatur ijarah, tetapi juga oleh 

implementasi teknis yang memastikan kejelasan manfaat jasa, proporsionalitas 

ujrah, serta perlindungan terhadap kepentingan nasabah.16 Relevansi jurnal ini 

terhadap penelitian penyusun terletak pada analisis kepatuhan syariah dalam 

praktik ijarah multijasa, khususnya terkait keadilan manfaat dan perlindungan 

harta, sehingga dapat menjadi landasan teoritis dalam menilai kesesuaian 

penerapan jaminan pada pembiayaan Ijarah Multijasa dengan prinsip ḥifẓ al-

māl dalam maqāṣid al-syarī‘ah. 

E. Kerangka Teoritik 

1. Teori Ijarah 

Dalam hukum ekonomi Islam, ijarah merupakan akad muamalah yang 

digunakan untuk memindahkan hak guna (manfaat) atas suatu objek 

dengan imbalan tertentu berdasarkan kesepakatan para pihak. Akad ini 

menempati posisi penting dalam pembiayaan syariah karena menggunakna 

pemanfaatan barang atau jasas secara sah tanpa melibatkan unsur riba, 

 
16 Abiyajid Bustami, "Kesesuaian Akad Ijarah Multijasa pada Produk Pembiayaan Umrah 

dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Amitra Syariah Financing Cabang Samarinda." Jurnal Ekonomi 

Syariah Mulawarman. Vol. 3 No. 3 (2024). hlm. 712-178. 
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gharar, dan maisir. Oleh karena itu, ijarah dipandang sebagai instrumen 

pembiayaan yang fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan ekonomi 

modern.17  

Muhammad Syafi’i Antonio menjelaskan bahwa dalam praktik 

perbankan syariah, ijarah digunakan sebagai skema pembiayaan berbasis 

sewa yang menempatkan bank sebagai pemilik aset atau penyedia jasa 

(mu’jir), sementara nasabah bertindak sebagai penyewa (musta’jir) yang 

membayar ujrah sesuai kesepakatan. Pola ini mencerminkan prinsip al-

ghunm bi al-ghurm, di mana risiko kepemilikan tetap berada pada pihak 

yang memiliki aset.18 Pandangan tersebut sejalan dengan Abdullah Saeed 

yang menegaskan bahwa orientasi pembiayaan syariah tidak hanya 

berfokus pada keuntungan, tetapi juga pada pemeliharaan kemaslahatan 

dan keberlanjutan ekonomi, terutama melalui prinsip maqāṣid al-syarī‘ah, 

salah satunya ḥifẓ al-māl (perlindungan harta).19 Dalam ijarah multijasa, 

objek akad berupa manfaat jasa sehingga tidak memiliki jaminan alami. 

Oleh karena itu, lembaga keuangan kerap menambah jaminan kebendaan. 

Praktik ini perlu dinilai kesesuaiannya dengan maqāṣid al-syarī‘ah, 

terutama ḥifẓ al-māl serta prinsip kehati-hatian agar tidak menggeser akad 

menjadi mirip pinjaman konvensional. 

 
17 Ascarya, Akad dan produk bank syariah, hlm. 71-72. 
18 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, hlm. 98-99. 

19 Abdullah Saeed, Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and Its 

Contemporary Interpretation (Leiden: Brill, 1996). hlm. 102-103. 
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2. Teori Akad Dalam Islam 

Dalam hukum Islam, akad (al-’aqd) merupakan dasar terbentuknya 

hubungan hukum dalam kegiatan muamalah. Akad ini dipahami sebagai 

perikatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan akibat hukum 

berupa hak dan kewajiban, sepanjang memnuhi rukun dan syarat yang 

ditetapkan syariah. Keabsahan akad mensyaratkan adanya subjek hukum 

yang cakap, objek akad yang jelas dan halal serta ijab dan kabul yang 

mencerminkan kesepakatan para pihak. Demikian itu, akad berfungsi 

sebagai instrumen utama dalam menjamin kepastian dan keadilan dalam 

transaksi ekonomi Islam.20  

 Seiring berkembangnya transaksi ekonomi, pelaksanaan akad dalam 

praktik seringkali memerlukan instrumen untuk menjamin pelaksanaan 

kewajiban para pihak. Dalam konteks inilah hukum jaminan relevan. 

Menurut J. Satrio hukum jaminan merupakan bagian dari hukum 

kebendaan yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan 

dalam rangka menjamin pelunasan suatu utang, dengan tujuan memberikan 

kepastian hukum dan perrlindungan bagi kreditur tanpa mengabaikan hak 

debitur.21 Dalam akad ijarah khususnya yang objeknya berupa manfaat, 

hubungan hukum para pihak tidak didasarkan pada penyerahan dana 

sebagaimana akad utang, melainkan pada pemanfaatna barang atau jasa 

 
20 Rahmani Timorita Yulianti, “Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari’ah,” 

La_Riba 2, no. 1 (2008): 91–107, https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss1.art7. 

21 J. Satrio, Hukum Jaminan: Hak-Hak Kebendaan (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002). hlm. 3-4. 
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dengan imbalan ujrah. Namun, dalam praktik pembiayaan ijarah multijasa, 

objek akad berupa jasa tidak memiliki jaminna alami (natural collateral). 

Kondisi ini mendorong lembaga keuangan syariah untuk mensyaratkan 

jaminan kebendaan tambahan seperti rahn, fidusia, atau bentuk jaminan 

lainnya. Melalui kerangka teori akad dalam Islam yang dikaitkan dengan 

teori hukum jaminan, penggunaan jaminan tambahan dalam pembiayaan 

ijarah multijasa dapat dianalisis untuk menilai kesesuaiannya dengan 

prinsip kehati-hatian dan aspek ḥifẓ al-māl dalam maqāṣid al-syarī‘ah. 

3. Teori Maqāṣid Al-Syariah 

Maqāṣid al-syariah adalah tujuan-tujuan dasar yang hendak dicapai oleh 

hukum Islam dalam setiap penetapan hukumnya. 22 Imam al-Syāṭibī 

menyebut lima tujuan pokok syariat Islam (al-kulliyyāt al-khamsah), yaitu: 

(1) ḥifẓ al-dīn (menjaga agama), (2) ḥifẓ al-nafs (menjaga jiwa), (3) ḥifẓ al-

‘aql (menjaga akal), (4) ḥifẓ al-nasl (menjaga keturunan), dan (5) ḥifẓ al-

māl (menjaga harta).23 Kelima tujuan ini menjadi dasar pembentukan 

hukum Islam, termasuk dalam bidang ekonomi syariah. Dalam konteks 

penelitian ini, aspek ḥifẓ al-māl menjadi aspek penting karena berkaitan 

langsung dengan pengelolaan dan perlindungan harta dalam transaksi 

keuangan. Pada akad ijarah multijasa, prinsip ḥifẓ al-māl digunakan untuk 

 
22 Muhammad Alwi dkk., “Konsep Maqasid As Syariah Dalam Perbankan Syariah,” Al-

Amwal: Journal of Islamic Economic Law. Vol. 7 No. 2 (Desembet, 2022).hlm. 10. 

23 Zainuddin Sunarto, "Konsep Maqasid Al-Shari’ah Menurut Al Syatibi," Al-Fiqh: Journal 

of Contemporary Islamic Law, Vol. 01 No. 01 (2025). hlm. 23. 
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menilai apakah penerapan jaminan oleh lembaga keuangan telah menjaga 

kemaslahatan dan keadilan bagi nasabah, serta tidak menimbulkan beban 

yang tidak sejalan dengan karakter akad berbasis manfaat. Demikian itu, 

teori maqāṣid al-syarī‘ah menjadi kerangka untuk menguji apakah praktik 

jaminan dalam ijarah multijasa di BPRS Artha Mas Abadi Pati benar-benar 

mencerminkan tujuan syariat dalam menjaga harta dan mencegah potensi 

kerugian atau ketidakadilan. 

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris (empirisch 

juridisch onderzoek) di BPRS Artha Mas Abadi Pati.. Penelitian hukum 

empiris merupakan metode penelitian yang berupaya melihat hukum dalam 

arti yang nyata, yakni bagaimana hukum bekerja di tengah masyarakat. 

Melalui pendekatan ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat 

norma tertulis, tetapi juga sebagai praktik yang berkembang di lapangan.24 

2. Sifat Penelitian  

 
24 Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, Metode Penelitian Hukum (Normatif dan 

Empiris) (Widina Media Utama, 2023). hlm. 127. 
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Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu bertujuan memaparkan secara jelas 

keadaan hukum dan praktik yang berlangsung di masyarakat.25 Penelitian 

berfokus pada bagaimana jaminan diterapkan di BPRS Artha Mas Abadi 

Pati serta kesesuaiannya dengan prinsip hukum jaminan dan ketentuan 

syariah, sehingga terlihat perbedaan antara ketentuan normatif dan praktik 

yang terjadi di lapangan. 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian berfungsi sebagai alat analisis untuk memahami 

sekaligus menguraikan bagaimana hukum bekerja dalam praktik di 

masyarakat untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini. Penyusun 

dalam penelitian inni menggunakan jenis pendekatan yakni: 

a. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang bertitik tolak dari 

konsep-konsep, asas, atau doktrin hukum yang relevan sebagai 

kerangka berpikir.26 Pendekatan ini penting untuk memahami konsep 

manfaat (manfa‘ah) sebagai objek akad ijarah multijasa, serta prinsip 

hukum jaminan dalam perspektif syariah dan hukum positif. 

Pendekatan ini membantu penelitian memahami perbedaan karakter 

akad berbasis manfaat dengan akad berbasis aset, sekaligus 

 
25 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram University Press, 2020). Hlm. 26. 

26 Ibid. hlm. 57. 
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menganalisis relevansi penggunaan jaminan kebendaan dalam 

pembiayaan ijarah multijasa. 

b. Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach) 

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menelaah 

berbagai aturan hukum positif yang berlaku, baik berupa undang-

undang maupun peraturan pelaksanaannya. 27  Pendekatan ini 

digunakan dalam penelitian untuk mengkaji regulasi terkait hukum 

jaminan seperti KUH Perdata, Undang-Undang Hak Tanggungan, 

Undang-Undang Fidusia, serta ketentuan hukum perbankan syariah 

(UU Perbankan Syariah, POJK Syariah, dan Fatwa DSN-MUI). 

Melalui pendekatan ini, penelitian menilai sejauh mana kesesuaian 

prinsip kehati-hatian (prudential principal) dengan praktik penerapan 

jaminan dalam pembiayaan Ijarah Multijasa di BPRS Artha Mas Abadi 

Pati. 

4. Sumber Data 

a. Sumber Data Primer (Mandatory Primary Sources) 

Sumber data primer merupakan data pokok yang diperoleh secara 

langsung dari lapangan melalui interaksi dengan subjek penelitian.28 

 
27 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. Cet ke-13. (Jakarta: Prenada Media, 2017). 

hlm. 136. 

28  Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik 

Khas Dari Metode Meneliti Hukum,” FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 8. No. 1 

(November, 2015). hlm. 31. 
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Dalam hal ini, penyusun menggunakan data primer melalui wawancara 

data kuesioner terkait praktik penerapan jaminan dalam pembiayaan 

berbasis ijarah multijasa di BPRS Artha Mas Abadi Pati. 

b. Sumber Data Sekunder (Secondary Sources) 

Sumber data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh 

melalui studi kepustakaan dan digunakan untuk melengkapi serta 

menguatkan hasil data primer. Sumber data sekunder dalam penelirian 

ini meliputi: 

1. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat 

autoritatuf, yaitu memiliki kekuatan mengikat dan menjadi dasar 

dalam analisis hukum. Bahan hukum primer dalam penelitian ini 

meliputi: 

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata); 

b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan; 

c) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 

Fidusia; 

d) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah; 

e) Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indoensia 

(DSN-MUI) Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang 

Pembiayaan Multijasa dan Fatwa Ijarah; 



20 

 

 

 

f) Pedoman Produk Pembiayaan Multijasa Perbankan Syariah 

oleh Otoritas Jasa Keuangan; 

g) Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 

1721/Pdt.G/2013/PA Pbg; 

h) Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 464/Pdt.G/2022/PA 

Btl; 

i) Putusan Mahkamah Agung Nomor 569 K/Ag/2015. 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang 

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi 

literatur ilmiah yang berkaitn dengan pembiayaan syariah dan 

jaminan dalam pembiayaan ijarah multijasa. 

3. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan penunjang yang memberikan 

petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun 

sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan website yang relevan dengan 

topik penelitian.29 Bahan ini digunakan untuk memperjelas istilah 

serta memperkuat konteks analisis hukum dalam pembahasan 

pembiayaan ijarah multijasa.  

 
29 Fahmi Putra Dewanto, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Jual Beli Tanah Dibawah 

Tangan Dengan Putusan Verstek (Studi Kasus Nomor : 59/Pdt.G/2018/PN.Smg)," Jurnal Ilmiah 

Sultan Agung. Vo. 1 No. 1 (September, 2022). hlm. 417. 
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5. Teknik Pengumpulan Data 

Penyusun dalam konteks pengumpulan data untuk kajian isu hukum dalam 

penelitian ini menerapkan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Wawancara 

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan untuk mencari, 

mengumpulkan data-data, informasi dan lainya yang diperoleh dari 

narasumber dengan sistem tanya jawab.30 Penyusun melakukan 

wawancara dan tanya jawab dengan Bapak Muhtarul Jamil, S.E. selaku 

Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko dan Kepatuhan serta 5 (lima) dari 

10 (sepuluh) nasabah pengguna pembiayaan ijarah multijasa di BPRS 

Artha Mas Abadi Pati, guna memperoleh informasi terkait praktik 

penerapan jaminan dalam pembiayaan berbasis ijarah multijasa. 

Melalui wawancara ini, penyusun menggali pandangan dan kebijakan 

lembaga terkait kesesuaian penerapan jaminan dengan prinsip akad 

ijarah serta permasalahan hukum yang muncul dalam praktik 

pembiayaan tersebut. 

b. Kuesioner 

Kuesioner digunakan sebagai instrumen pengumpulan data primer 

yang ditujukan kepada 10 (sepuluh) nasabah pengguna pembiayaan 

ijarah multijasa di BPRS Artha Mas Abadi Pati untuk memperoleh data 

mengenai pengalaman dan persepsi nasabah terhadap penerapan 

 
30 Lexy J Meleong, Metode Penelitian Kualiatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014). 

hlm. 186. 



22 

 

 

 

jaminan.31 Kuesioner disusun secara tertulis, disampaikan langsung 

kepada responden, memuat identitas umum tanpa mencantumkan 

nama, serta dirancang dengan bahasa yang jelas dan tidak ambigu agar 

data yang diperoleh objektif dan sesuai dengan tujuan penelitian. 

c. Dokumentasi 

Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi dipakai untuk mengumpulkan 

data pendukung berupa dokumen tertulis.32 Teknik ini bermanfaat 

karena dokumen-dokumen tersebut menyediakan gambaran historis 

dan normatif yang membantu membandingkan ketentuan hukum 

jaminan dan prinsip pembiayaan ijarah multijasa dengan praktik 

penerapannya di BPRS Artha Mas Abadi Pati. 

6. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif 

kualitatif untuk menggambarkan dan menjelaskan hasil penelitian sesuai 

kondisi lapangan. Data yang diperoleh melalui wawancara, kuesioner, dan 

dokumentasi dianalisis untuk menilai penerapan jaminan dalam 

pembiayaan ijarah multijasa serta kesesuaiannya dengan prinsip hukum 

ekonomi syariah, khususnya perlindungan harta (ḥifẓ al-māl) dalam 

maqasid al-syariah.33 

G. Sistematika Pembahasan 

 
31  Muhaimin, Metode Penelitian Hukum. hlm. 100. 

32 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum. hlm. 101. 

33 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum. hlm. 126. 
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Sistematika pembahasan berfungsi sebagai penggambaran secara sistematis 

berkaitan dengan materi yang tercantum dalam penelitian. Sistematika 

pembahasan dalam penelitian ini disusun dalam 5 (lima) bab, sebagaimana 

dibawah ini:  

Bab pertama, memuat pendahuluan meliputi latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, 

kerangka teoretik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. 

Bab kedua, memuat tinjauan teoretis yang menjadi landasan analisis 

penelitian, meliputi konsep teori ijarah, teori akad dalam Islam, dan teori 

maqāṣid al-syarī‘ yang relevan dengan pembiayaan ijarah multijasa. 

Bab ketiga, memuat gambaran umum pembiayaan Ijarah Multijasa di 

BPRS Artha Mas Abadi Pati, meliputi konsep dasar akad ijarah, ketentuan 

hukum yang berlaku, profil lembaga, mekanisme pembiayaan, serta praktik 

penerapan jaminan. Uraian ini disajikan secara deskriptif sebagai landasan 

faktual bagi analisis pada bab selanjutnya. 

Bab keempat, memuat analisis empiris terhadap hasil penelitian lapangan 

yang diperoleh melalui wawancara kepada pihak BPRS Artha Mas Abadi Pati, 

kuesioner kepada nasabah pengguna ijarah multijasa BPRS Artha Mas Abadi 

Pati serta data pendukung lainnya. Analisis difokuskan pada penerapan 

jaminan dalam pembiayaan Ijarah Multijasa dan penilaian kesesuaiannya 

dengan prinsip kehati-hatian (prudential principal) serta prinsip ḥifẓ al-māl 

dalam maqāṣid al-syarī‘ah. 



24 

 

 

 

Bab kelima, memuat kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dan 

saran untuk perbaikan penerapan jaminan dalam pembiayaan ijarah multijasa 

di lembaga keuangan syariah Indonesia.



 
 

128 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada Bab IV, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penerapan jaminan dalam pembiayaan ijarah multijasa di BPRS Artha Mas 

Abadi Pati pada prinsipnya telah mencerminkan penerapan prinsip kehati-

hatian melalui analisis 5C (character, capacity, capital, collateral, dan 

condition of economy). Walaupun dalam praktiknya belum sepenuhnya 

diterapkan, karena jaminan (collateral) memang tidak diposisikan sebagai 

unsur utama dalam persetujuan pembiayaan, karena penilaian terhadap 

karakter (character) dan kemampuan membayar (capacity) nasabah 

memiliki bobot yang lebih dominan dalam proses persetujuan pembiayaan.  

2. Penerapan jaminan dalam pembiayaan ijarah multijasa di BPRS Artha Mas 

Abadi Pati dinilai telah sesuai dengan prinsip ḥifẓ al-māl dalam maqāṣid 

al-syarī‘ah, karena berfungsi sebagai mitigasi risiko dan perlindungan 

harta yang dilaksanakan secara proporsional tanpa menimbulkan 

kezaliman terhadap nasabah. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan jaminan 

dalam pembiayaan ijarah multijasa di BPRS Artha Mas Abadi Pati, terdapat 

beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi 



129 

 

 
 

pihak-pihak terkait guna meningkatkan kualitas praktik pembiayaan syariah ke 

depan. 

1. Bagi BPRS Artha Mas Abadi Pati, diharapkan dapat terus menerapkan 

prinsip kehati-hatian melalui analisis pembiayaan yang menitikberatkan 

pada karakter dan kemampuan bayar nasabah, dengan menempatkan 

jaminan sebagai instrumen mitigasi risiko. Selain itu, bank perlu 

memperkuat pemahaman nasabah mengenai karakteristik akad ijarah 

multijasa, khususnya terkait fungsi jaminan. 

2. Bagi regulator dan otoritas terkait, diharapkan dapat menyusun atau 

menyempurnakan pedoman yang lebih spesifik mengenai penerapan 

jaminan dalam pembiayaan berbasis jasa, termasuk ijarah multijasa, guna 

memberikan kepastian hukum dan keseragaman praktik sesuai prinsip 

maqāṣid al-syarī‘ah. 

3. Bagi nasabah pembiayaan ijarah multijasa, 

diharapkan dapat meningkatkan pemahaman terhadap akad ijarah multijasa 

dan konsekuensi hukumnya, termasuk kewajiban pembayaran dan posisi 

jaminan, sehingga risiko pembiayaan bermasalah dapat diminimalkan dan 

hubungan hukum tetap berjalan seimbang. 

4. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, diharapkan dapat 

mengembangkan kajian penerapan jaminan dalam pembiayaan ijarah 

multijasa melalui pendekatan komparatif maupun analisis regulasi dan 

fatwa, guna memperkaya pengembangan hukum ekonomi syariah. 
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